
 
 

 
 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
 

  NOMOR   11 TAHUN 2022   
             4 2007 

TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  

NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 
TAHUN ANGGARAN 2022 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran 

penatausahaan keuangan pada Provinsi Jawa Tengah 
Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan Peraturan 

Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa tengah 
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022; 

  b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama 
ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/ 
PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan 

Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan      
Hasil Asistensi Pembahasan Rencana Kegiatan dan 

Penganggaran (RKP) DBHCHT Tahun Anggaran 2022 
terdapat Perubahan Nomenklatur Kodefikasi, Klasifikasi 
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pemberian     

Insentif Tenaga Kesehatan dan Percepatan Vaksinasi Dosis 
Lanjutan (Booster) dan Penetapan Kuota Haji Indonesia 

Tahun 1443 Hijriah/      2022 Masehi; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan     
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 

 

 

 



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana    
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-  

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         
Nomor 6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 4614); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 1 Seri E 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 7); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman   
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 
tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana    

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022   
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 

36); 

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
HK.01.07/MENKES/770/2022 tentang Pemberian Insentif 

dan Santuan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan serta 
Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang 
Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 

(COVID 19); 

11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 405 

Tahun 2022 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1443 
Hijriah/2022 Masehi; 

 



 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR       
36 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI             
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022.      

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor            
36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Nomor 5 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2022 Nomor 5), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri  

atas :  

1. Pendapatan Daerah  

 a. Semula   Rp. 24.253.834.912.000,00 

 b. Bertambah 
Rp.        49.905.000.000,00 
 

 Jumlah Pendapatan daerah setelah 

perubahan 

Rp. 24.303.739.912.000,00 
 

2. Belanja Daerah  

 a. Semula Rp. 24.539.963.689.000,00 

 b. Bertambah 
Rp.        49.905.000.000,00 

 

 
Jumlah Belanja Daerah setelah 
Perubahan 

Rp. 24.589.686.689.000,00 

3. Pembiayaan Daerah  

 a. Penerimaan pembiayaan  

 1) Semula Rp.   1.177.128.777.000,00 

 2) Bertambah Rp.          0,00 

 
Jumlah penerimaan Pembiayaan 

setelah perubahan 

Rp.   1.177.128.777.000,00 

 

 b. Pengeluaran pembiayaan  

 1) Semula Rp       891.000.000.000,00 

 2) Bertambah Rp.                   0,00 

 
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 
setelah perubahan 

Rp.      891.000.000.000,00 

 

 
Jumlah pembiayaan neto setelah 

perubahan 

Rp.      286.128.777.000,00 

 

 
Sisa lebih pembiayaan anggaran 
setelah perubahan  

Rp.                              0,00 

 
 



 

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi 
sebagai berikut: 
 

Pasal 16 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi 
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan 

Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan. 

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub 

Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Jawa Tengah. 
 

 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal  13 Mei 2022 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 
 

ttd  
 

GANJAR PRANOWO 
 

 
 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal  13 Mei 2022 
 

 SEKRETARIS DAERAH ROVINSI 
JAWA TENGAH, 

 
 

ttd 
 

SUMARNO 
 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 11 


